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              BAB III 

                 PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut:  

1. Penegakan disiplin terhadap PNS untuk mencapai sasaran kerja di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur BKPP dan kantor Dinas 

Kesehatan sudah dapat dikatakan dengan baik oleh masing-masing 

penilaian oleh OPD, karena dalam hal ini adanya upaya pembinaan 

penyelenggara Penilaian Kompetensi PNS yang bertujuan untuk menjamin 

kualitas penyelenggara penilaian kompetensi PNS yang dilaksanakan oleh 

Instansi Pembina.  

2. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam 

menegakkan disiplin terhadap PNS untuk mencapai sasaran kerja yaitu 

karena kurangnya sumber daya manusia,  belum optimalnya pelayanan di 

masing-masing bidang, masih rendahnya tingkat kedisiplinan, belum 

optimalnya pengembangan karir dan pola pikir PNS, dan juga penggunaan 

dan pemanfaatan informasi teknologi dengan baik, namun hal ini dapat 

diantisipasi dengan memberikan pelatihan dan sarana prasarana yang 

mendukung kinerja kepegawaian.  
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B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yaitu:  

Kantor BKPP dan Dinas Kesehatan terkait dengan kendala terhadap sasaran 

kerja ini diharapkan pegawai negeri sipil yang ada mampu diberikan 

bimbingan untuk lebih meningkatkan sumber daya manusia, pengetahuan 

mengenai ilmu teknologi dan sarana prasarana yang mendukung kinerja 

kepegawaian agar Pegawai Negeri Sipil mampu memiliki kesadaran yang 

lebih terhadap pekerjaan masing-masing yang sudah diberikan guna 

mewujudkan pengelolaan pemerintah yang baik.  
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